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Hal: Permohonan Pengujian Materiil Atas Materi Muatan Pasal 6, Pasal 17 Angka 16,
Pasal 24 Angka 44, Pasal 25 Angka 10, Pasal 27 Angka 14, Pasal 34 Angka 2, Pasal
41 Angka 25, Pasal 50 Angka 9, Pasal 52 Angka 27, Pasal 82 Angka 2, Pasal 114
Angka 5, Pasal 124 Angka 2, Pasal 150 Angka 31, Pasal 151, dan Pasal 175 Angka 6
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) (“UU Cipta
Kerja”) terthadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(“UUD 1945>)

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Naina : Ignatius Suprivadi, SH, LLM
Tempat/Tgl Lahir  : Klaten, 17 Oktober 1972
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat :JL Pelangi Kuning I Blk. B.2B/29, RT/RW 005/026,

Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. Nama : Sidik, SHI
Tempat/Tgl. Lahit  : Indramayu, 23 Oktober 1985
Pekerjaan : Advokat
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Blok besa, RT/RW 009/002, Kiajaran Kulon, Lohbener,
Indramayu, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3. Nama : Janteri, SH
Tempat/Tgl. Lahit  : Tanjung Ganti, 15 Juli 1993
Pekerjaan : Advokat

Kewarganegaraan : Indonesia



Alamat . Pasar Baru, RT/RW 000/000, Pasar Baru, Kaur Selatan,
Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 11

Pemohon I, Pemohon 11 dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon,
dan dalam hal ini Para Pemohon memilih alamat di Kantor Hukum WNA Supriyadi beralamat di
Citi Hub, Level 3, Sentra Bisnis Artha Gading D — 3, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa
Gading, Jakarta Utara 14240. Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian
Materiil atas Materi Muatan Pasal 6, Pasal 17 Angka 16, Pasal 24 Angka 44, Pasal 25 Anglka 10,
Pasal 27 Angka 14, Pasal 34 Angka 2, Pasal 41 Angka 25, Pasal 50 Angka 9, Pasal 52 Angka 27,
Pasal 82 Angka 2, Pasal 114 Angka 5, Pasal 124 Angka 2, Pasal 150 Angka 31, Pasal 151, dan
Pasal 175 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) (“UU Cipta
Ketja”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD
1945”), yaitu sebagai berikut:

. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberi
kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
mengikat untuk melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi kernudian dijabarkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubshan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (‘UUMK?), dimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK dinyatakan sebagai
berikut:

“Pasal 10
(1) Mabkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tabun 1945,



IL.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali dalam Pasal
29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Keluasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK /2005 Tentang Pedoman
Beracara Dalam DPerkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), pengujian atas
undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah baik pengujian
formil maupun materil (vide Pasal 4 PMK 06/2005). Dengan demikian, Mahkamah
Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang tethadap UUD 1945.

Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah pengujian
materiil atas materi muatan materi muatan Pasal 6, Pasal 17 Angka 16, Pasal 24 Angka 44,
Pasal 25 Angka 10, Pasal 27 Angka 14, Pasal 34 Angka 2, Pasal 41 Angka 25, Pasal 50
Angka 9, Pasal 52 Angka 27, Pasal 82 Angka 2, Pasal 114 Angka 5, Pasal 124 Angka 2,
Pasal 150 Angka 31, Pasal 151, dan Pasal 175 Angka 6 UU Cipta Kerja (vide Bukti P-1
sampai dengan P —15) terhadap UUD 1945.

Bahwa dalam pandangan Para Pemohon, materi muatan Pasal yang dimohonkan uji
materilnya tersebut tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 (vide Bukti P — 16), yang selengkapnya berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jarinan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan buknrs.”

Bahwa oleh karena itu, permohonan & g#0 menjadi kewenangan sepenuhnya dari
Mahkamah Konstitusia untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak yang dapat mengajukan
permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang tethadap UUD 1945 adalah
“pihak yang menganggap hak dan] atan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Tndonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masibh hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republike Indonesia yang diatnr dalam undang-undang; ¢. badan hukum publik atan privat; atan d.
lembaga negard’.

Bahwa dengan demikian, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon agar
pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang
terhadap UUD 1945, yaitu kualifikasi dari pemohon dan adanya kerugian konstitusional.
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Bahwa dalam Putusan Perkara Nomot 006/PUU-I11/2005 dan Petkara Nomor 011/PUU-
V/2007 yang diikuti dengan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah
memberikan parameter kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohorn yang diberikan oleh UuD
1945;

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh
Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuij;

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya betsifat potensial yang menurut
penalaran yang wajat dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (caxsal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabuikannya permohonan maka kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Mengenai Kualifikasi Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak seperti yang ditentukan dalam
Pasal 51 UUMK dengan uraian sebagali berikut:

a. Pemohon I metupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK Nomor
3175061710720004 [vide Bukti P — 17], berprofesi/bekerja sebagai Advokat sejak
tahun 2000 terbukti dengan nomot Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 00.10321
[vide Bukti P — 18], dan selaku pembayar pajak dengan nomor Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) 24.224.147 9-043.000 [vide Bukti P —19];

b. Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK Nomot
3212312310850001 [vide Bukti P — 20], berprofesi/bekerja sebagai Advokat sejak
tahun 2014 terbukti dengan nomor Kattu Tanda Pengenal Advokat Peradi 14.00503
[vide Bukti P — 21], dan selaku pembayar pajak dengan nomor Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) 55.131.512.0-412.000 [vide Bukti P —22];

c. Pemohon ITI merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dapat dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK Nomor
1704051507930001 [vide Bukti P — 23], berprofesi/beketja sebagai Advokat sejak
tahun 2018 terbukti dengan nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 18.03435
[vide Bukti P — 24], dan selaku pembayar pajak dengan nomot Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) 86.578.139.7-003.000 [vide Bukti P —25].
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Mengenai Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Selain memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Para Pemohon

juga secata nyata (factual), paling tidak potensial, mengalami kerugian konstitusional sebagai
akibat betlakunya ketentuan Pasal 6, Pasal 17 Angka 16, Pasal 24 Angka 44, Pasal 25 Angka
10, Pasal 27 Angka 14, Pasal 34 Angka 2, Pasal 41 Angka 25, Pasal 50 Angka 9, Pasal 52
Angka 27, Pasal 82 Angka 2, Pasal 114 Angka 5, Pasal 124 Angka 2, Pasal 150 Angka 31,
Pasal 151, dan Pasal 175 Angka 6 UU Cipta Keria, dimana bunyi ketentuan masing-masing
Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

No. | Pasal | Angka Bunyi ]
1 6 Peningkatan ~ ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 2 meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha betbasis risiko;
b. penycdexhar.aan persyatatan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sector; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.
2 17 16 | Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomot 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negata Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai
berikut:

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 26

(1) Rencana tata raang wilayah kabupaten memuat:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
kabupaten;

b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang
meliputi system perkotaan di wilayahnya yang terkait
dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan
prasarana wilayah kabupaten;

c. Rencana polar uang wilayah kabupaten yang meliputi
kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya
kabupaten;

d. Atrahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang
berisi indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan; dan

e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten yang berisi ketentuan —umum zonasi,
ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman
untuk:

a. Penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang
daerah;




b. Penyusunan rencapa pembangunan jangka menengah
daerah;

c. Pemanfaatan rang dan pengendalian pemanfaatan
ruang di wilayah kabupaten;

d. Pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antarsektro; dan

e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

(3) Rencana tata ruang kabupaten menjadi dasar untuk
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan adnimistrasi
pertanahan.

(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah
20 (dua puluh) tahun.

(5) Rencana tata tuang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1
(satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.

(6) Peninjauan kembal Rencana tata ruang wilayah kabupaten
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5
(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis

berupa:

a. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perandang-undangan;

b. Perubahan batas tertitorial negara yang ditetapkan
dengan Undang-Undang;

. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan
Undang-Undang; dan
d. Perubahan kebijakan nasional yang bessifat strategis.

(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten.

(8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) wajib diteapkan paling lama 2 (dua) bulat setelah
mendapat persetujuan substansi dati Pemerintah Pusat.

(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Bupati
menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling
lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat petsetujuan substansi
dari Pemerintah Pusat.

(10) Dalam hal rencapa tata ruang wilayah kabupaten
sebagzimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh
Bupati, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah
mendapat persetujuan substansi dari Pemetintah Pusat.

24

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomot 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4747) diubah sebagai
berikut:

44. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47A

(1) Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan gedung
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seusai dengan kebutuhan.

(2) Prototipe bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diutamakan untuk bangunan gedung sedethana yang
umum digunakan masyarakat.

(3) Prototipe bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

25
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Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6108) diubah sebagai betikut:

10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 35

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profest
Atsitek.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:

a. Menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek
dan Praktik Arsitek;

b. Melakukan pemberdayaanAtsitek; dan

c. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek
dalam pelaksanaan peraturan dan standar penafaan
bangunan dan lingkungan.

(3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan,
pemberdayaan, dan  pengawasan Praktik  Arsitek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Assitek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21
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Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama
Pelaku Usaha dalam mendapatkan Petizinan Berusaha dan
kemudahan persyaratan investasi dari sector kelautan dan
petikanan, beberapa ketentaan dalam Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomot 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073) diubah sebagai berikut:

14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35
(1) Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau

7




memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih _dahulu |
mendapat persetujuan Pemetintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasatkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam
maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan
teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.

(3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau
memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki
persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrative
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diarur dalam Peraturan Pemerintah.

6

34

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomot 18 Tahun

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5619) diubah sebagai berikut:

13. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 13

(1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit
dilakukan  dengan  mempethatikan keberlanjutan
pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya wajib untuk melakukan pembibitan dengan
melibatkan peran serta masyatakat untuk menjamin
ketersiaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh
masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau
pembibitan.

(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki
sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan
mengenai silsilah dan citi-citi keunggulan tertentu.

(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit
yang terakreditasi.

(6) Setiap orang dilarang mengedarkan benih atau Bibit yan
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tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

41

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2014 tentang Panas Bumi (Lembatan Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5585) diubah sebagai

berikut:

25. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 56

(1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas
Bumi yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hutuf b,
heruf ¢, huruf d, hurof g, huraf h, huruf i, atau huruf j,
Pasal 53 ayat (1), atau Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) dikenai
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian sementara seluruh kegiatan Eksplotasi;
c. Eksploitasi, dan pemanfaatan; dan/atau

d. Pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

50

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negata Republik Indonesia Tahun 2011 Nomot 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomort 5158) diubah
sebagai berikut:

0. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan
kemudahan yang diberikan Pemerintah Pusat  atau
Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan dan/atau
mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain
dalam hal:

a. Pewarisan; atau
b. Penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima)
tahun.

(2) Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengalihannya wajib
dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerntah Daerah dalam bidang
perumahan dan permukiman.

(3) Jika pemilik meninggalkan rumah secara tetus menefus
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dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi
kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah berwenang mengambil alih kepemilikan
rumah tersebut.

(4) Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib didistribusikan kembali kepada MBR.

{(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pepunjukkan dan
pembentukan lembaga, kemudahan, dan/atau bantuan
pembangunan dan perolehan rumah MBR diatur dalam
Peraturan Presiden.

52

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6018) diubah sebagai

berikut:

27. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 84

(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan
masyatakat Jasa Konstruksi.

(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang
dibentuk oleh Pemerintah Pusat.

(3) Unsur pengurus lembaga scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diusulkan dari.

a. Asosiasi perusahaan yang terakreditasi;
b. Asosiasi profesi yang terakreditasi;
c. Institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi

kriteria;

d. Perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria;
dan

e. Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang
terakreditasi.

(4) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Penyelenggaraan Sebagian kewenangan yang dilakukan oleh
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
sumber luin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Biaya yang dipcrolch dari masyarakat atas layanan dalam
penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan
lembaga sebagaimana dimaksud pada.ayat (3) merupakan
penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pnyelengparaan sebagian
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kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan
masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10

82

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
diubah sebagai berikut:
2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Bagian
yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Peketjaan schingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46D
(1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai,
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan ketja.
(2) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan paling banyak 6 (enam) bulan upah.
(3) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh
peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan masa keperstaan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

1

114

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
diubah sebagai berikut:

5. Di antara Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (52) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

(1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan
Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan
DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteti Keuangan paling lambat
3 (tiga) hati kerja tethitung sejak tanggal petsetujuan
dimaksud.

(2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak
dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali
kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan
disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja tethitung
sejak tanggal persetujuan dimaksud.

(3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk menguji kesuaian Rancangan Peraturan
Daerah dengan ektentuan Undang-Undang ini, kepentingan
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umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang
lebih tinggi.

(4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah
dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum,
dan/atau peraturan perundang—undangan lain yang lebih
tingo1.

() Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

(5a)Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi
kebijakan fiskal nasional.

(6) Hasil evaluasi yang teiah dikoordinasikan dengan Menteti
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
berupa persetujuan atau penolakan.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur
untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh
gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan
Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan
kepada Menteri Keuangan.

(8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.

(9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peratutan Daerah
dimaksud dapat langsung ditetapkan.

(10)  Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah
dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota
bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian
disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah
provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

12

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068) diubah sebagai berikut:

2. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan
pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Betkelanjutan tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
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ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

13

150

31

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomot 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) diubah
sebagai berikut:

31. Ketentuan Pasal 40 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

(1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 sanipai dengan Pasal 39, Badan
Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-
Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas
dan kemudahan lain.

(2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan.

14

151

Pasal 151
(1) Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b terdiri dasi:
a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan
b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang.
(2) Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam;
b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bintan; dan
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebabs
Karimun.

15

175

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negata

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah

sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menctapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
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menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari ketja
setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik
dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah
tetpenubi, sistem elektronik menetapkan Keputusan
dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan
Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau
Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan
Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan
secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Presiden.

13. Bahwa bunyi Pasal-Pasal tersebut di atas ternyata mengandung rujukan Pasal lain atau Ayat

yang salah dan juga ada yang memuat materi atau substansi yang tidak jelas dan pasti
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No. | Pasal | Angka | Pasal/Ayat Rujukan Bunyi Pasal Rujukan
1 6 Pasal 5 ayat (1) hurufa | Pasal 5
Ruang lingkup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum
yang diatur dalam undang-undang
terkait.
2 17 16 Pasal 26 Ayat (8) | Ayat yang dirujuk Ayat (8) seharusnya
merujuk Ayat (0) Ayat (7), bukan Ayat (6), karena
menunjuk  penetapan  Peratutan
Daerah.
3 24 44 Pasal 47A Ayat (3) | Ayat yang dirujuk pada ayat (3) adalah
merujuk Ayat (2). ayat (2), seharusnya ayat (1) karena
menunjuk pada penetapan prototipe
bangunan gedung. '
4 25 16 Pasal 35 Ayat (3) | Ayat (3) secharusnya merujuk pada ayat
merujuk Ayat (1) (2), bukan ayat (1) karena fungsi
pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan diatur dalam ayat (2).
5 27 14 Pasal 35 Ayat (4) | Ayat 4 seharusnya hanya merujuk pada
merujuk Ayat (1), Ayat | ayat (3) karena yang memuat sanksi
(2) dan Ayat (3) administratif hanya ayat (3).
6 34 2 Pasal 13 Ayat (6) | Rujukan ayat (6) pada ayat (5) tidak
merujuk Ayat (5) tepat karena larangan itu ditujukan
pada adanya pelanggaran kewajiban,
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|
!
|

dimana kewajiban adanya sertifikat
Layak Benih atau Bibit diatur dalam
ayat (4), sehingga scharusnya rujukan
ayat (6) adalah ayat (4).

41

25

1. Pasal 56 Ayat (4)

2. Pasal 56 Ayat (2)
huruf c

1. Ayat (4) Pasal 54 memuat jenis
pendapatan, bukan  kewajiban,
dimana kewajiban tertuang dalam
pasal 54 ayat (1), jadi yang dikenai
sanksi adalah ayat (1). Artinya,
Pasal 54 ayat (4) harus dihapuskan.

2. Jenis sanksi administratif huruf c
ayat (2) Pasal 56 tidak jelas
maksudnya.

50

Pasal 55 Ayat (4
merujuk Ayat (2)

Ayat (4) seharusnya mémjuk pada ayat |
(3), bukan ayat (2) karena pengambil-
alihan oleh Pemerintah Pusat atau
Femerintah Daerah diatur dalam ayat
(3), bukan ayat (2).

52

27

Pasal 84 Ayat (5)
merujuk Ayat (1)

Ayat 6 merujuk pada
Ayat (3)

Ayat (5) sehatusnya merujuk pada ayat
(2), bukan ayat (1), katena lembaga
baru disebutkan dalam ayat (2).

Ayat (6) seharusnya merujuk pada ayat
(2) karena ayat (3) betbicara unsur
pengurus  dari  lembaga, bukan
lembaga-nya itu sendiri.

10

82

Pasal 46D Ayat (4)
merujuk pada Ayat (2)

Rujukan Ayat (4) pada ayat (2) tentang
masa kepesertaan adalah tidek tepat
karena ayat (2) tdak berbicara
mengenai masa kepesertaaan,
melainkan ~ permasalahan  jaminan
kehilangan pekerjaan. Masa
kepesertaan diatur dalam ayat (3),
sehingga rujukan yang benar adalah
ayat (3).

11

114

Pasal 157 Ayat (7)
merujuk Ayat (7)

Ayat 8 merujuk Ayat
)

Ayat (9) merujuk pada
Ayat (7)

Ayat 7 tidak dapat merujuk pada
dirinya sendiri (ayat 7), tetlebih lagi
bunyi yang dirujuk adalah hasil
evaluasi, sehingga rujukan yang tepat
adalah ayat (6).

Ayat 8 harusnya merujuk pada ayat (6),
bukan ayat (7), karena berbicara
tentang  hasil  evaluasi  berupa
penolakan. Ayat (7) berkaitan dengan
penyampaian hasil evaluasi.

Ayat (9) juga seharusnya metujuk pada
ayat {6) yang berupa hasil evaluasi
berupa penolakan.
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Ayat (10) merujuk pada
ayat (7)

Ayat (10) merujuk pada ayat (8) karena
berkenaan dengan hasil evaluasi betupa
penolakan.

12

124

Pasal 73 merujuk Pasal
44 Ayat (1)

Rujukan Pasal seharusnya Pasal 44
secara umum, bukan hanya ayat (1),
sebab ayat (1) hanya berisi larangan
pengalihfungsian semata-mata.
Larangan itu dapat disimpangi dalam
hal-hal tertentu sebagaimana
ditentukan dalam ayat-ayat berikutnya.
Jadi, kalau yang dirujuk hanya ayat (1),
itu berarti tidak dimungkinkan untuk
dilakukan dispensasi.

13

150

31

Pasal 40 Ayat (1)

Bunyi ayat (1) tidak jelas karena ada
penumpukan frasa “Badan Usaha dan
Pelaku Usaha di KEK berdasarkan
Undang-Undang ini”.

14

151

Pasal 151 Ayat (1)
merujuk Pasal 141
huruf b.

Pasal 141
Dalam rangka pengendalian
pemanfaatan hak atas tanah di atas
tanah hak pengelolaan, dalam waktu
tertentu, dilakukan evaluasi
pemanfaatan hak atas tanah.

Rujukan Pasal 141 huruf b adalah
keliru karena Pasal 141 tidak berbicara
tentang Kawasan Derdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas. Pasal mengenai
hal ini adalah Pasal 149. Jadi,
seharusnya rujukannya adalah Pasal
149 huruf b.

Pasal 149
Kawasan Fkonomi terdiri atas:
a. Kawasan Ekonomi Khusus; dan
b. Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.

15

175

Pasal 53 Ayat (5)
merujuk Ayat (3)

Rujukan ayat (3) dalam ayat (5) adalah
tidak tepat karena ayat (3) tidak
mengatur tentang permohonan
dianggap  dikabulkan,  melainkan
mengenai permohonan secara
elektronik, padahal ayat (5)
memerintahkan pengaturan tentang
bentuk penetapan yang dianggap
dikabulkan — yang diatur dalam ayat
(#). Jadi, seharusnya ayat yang dirujuk
adalah ayat (4).

16




14.

15.

16.

17.

18.

Bahwa dengan demikian tampak dengan jelas tetjadinya kekelirnan rujukan pasal atau ayat
dan ketidakjelasan substansi dalam Pasal-Pasal yang dimohonkan uji materinya tersebut di

atas.

Bahwa kekelituan rujukan pasal atau ayat dan ketidakjelasan materi/substanst tersebut
ielas-jelas telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon yang berptofesi
sebagai Advokat.

Bahwa sebagai Advokat, Para Pemohon menjalankan pemberian Jasa Hukum kepada Klien
sebagaimana dimaksud dan ditentukan daiam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat (“UU Advokat”). Jasa Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal |
Angka 2 berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan
hukum Klien. Sedangkan, Klien melingkupi orang, badan hukum, atau lembaga lain yang
mencrima jasa hukum dari Advokat (vide Pasai 1 Angka 3). Dalam melaksanakan
profesinya, Para Pemohon dihadapkan pada segala persoalan atau permasalahan hukum
yang dialami oleh Klien yang berasal dari berbagai kalangan, baik pengusaha, perorangan,
badan hukum (perseroan terbatas atau Yayasan), atau kelompok masyarakat.

Bahwa UU Cipta Kerja dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Pemerintah
Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur
dengan cara antara lain melakukan upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak schingga UU Cipta Kerja ditharapkan mampu menyerap
tenaga ketja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif
dan tuntutan globalisasi ekonomi, dimana untuk mendukung hal tersebut diperlukan
penyesuaian berbagai aturan perundang-undangan (vide bagian Menimbang huruf a, b dan
c UU Cipta Keria).

Bahwa oleh karena itu, UU Cipta Kerja mengatur, atau lebih tepatnya
mengharmonisasikan/inenyesuaikan, hainpir sebagian besat jenis materi undang-undang
yang telah ada dengan mareri baru yang dimaksudkan untuk kemudahan, petlindungan, dna
pemberdayaan kpoerasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem
investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dna
kesejahteraan peketja (vide huruf ¢ bagian Menimbang UU Cipta Kerja). Konsckuensinya
adalah UU Cipta Kerja mengubah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
telah ada yang dipandang tidak sejalan atau selaras dengan maksud dibentuknya UU Cipta
Kerja. Akibat lebih lanjut bagi profesi Advokat yang diemban oleh Para Pemohon dengan
adanya UU Cipta Kerja adalah bahwa Para Pemohon menemui atau menerima berbagai
pertanyaan hukum dari Klien terkait dengan perubahan perundang-undangan atau materi
yang ada di dalam UU Cipta Ketja, dan juga Para Pemohon menghadapi permasalahan-
permasalahan hukum yang ada atau diatur dalam UU Cipta Kerja dalam menjalankan
pemberian Jasa Hukum, baik yang bersifat pemberian advis/pendapat hukum (corporate
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matters) maupun litigasi. Sebagai contoh, dalam Pasal 41 Angka 25 UU Cipta Kerja
mengubah ketentuan Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) yang di dalam Ayat (2)-nya diatur
jenis-jenis sanksi administratif, tetapi jenis sanksi tersebut ada yang tidak jelas (huruf ¢
karena tidak menyebutkan suatu tindakar tertentu dari pejabat yang dapat mengenakan
sanksi, melainkan hanya disebutkan “eksploitasi, dan pemanfaatan”. Apa yang akan
dikenakan terhadap “eksploitasi dan pemanfaatan” itu apabila pelanggaran dilakukan, sama
sekali tidak ada kejelasannya. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat dikutip sebagai berikut:

“Pasal 56

(1) Badan Usaha pemegang Perizinan Berusaba di bidang Panas Bumi yang melanggar
atan tidak memenubi ketentuan sebagaimana dimatkesud dalam Pasal 52 ayat (1)
huiuf b, huraf ¢, huraf d, huruf g huraf b, Lurnf 3, atan buruf j, Pasal 53 ayat (1),
atan Pasal 54 ayat (1) atan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan terfulis;
b. penghentian sementara selurnh kegiatan Eksplorasi;
c. eksploitasi, dan pemanfaatar; dan/ atan
d. pencabutan Periginan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rriteria, jenis, besaran denda, dan lata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.”

Begitu pula, dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) tersebut juga dimuat pelanggaran-
pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif, misalnya pelanggaran terhadap Pasal
54 ayat (4). Setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata Pasal 54 ayat {4) tidak mengatur suatu
kewajiban atau larangan yang harus ditaati, melainkan hanya berisi uraian atau penjabaran
tentang apa yang dimaksud dengan penetimaan negara bukan pajak, sedangkan kewajiban
itu sendiri ditentukan dalam Ayat (1), dimana pelanggaran terhadap Ayat (1) dapat dikenai
sanksi. Untuk lebih jelasnya, ketentuan Pasal 54 dapat dikutip sebagai berikut:

“Pasal 54

(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi kewajiban berupa
pendapatan negara dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksxd pada ayat (1) terdiri atas penerimaan
pajak. dan penerimaan negara bukan pajar.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pajak yang
menjadi kewenangan Pemerintab, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:

a. iuran tetap;

b. iuran produksi; dan

¢. pungutan negara lainnya sesual dengan ketentuan petaturan
perundang-undangan.

(5) Pendapatan daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
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19.

20.

2L

a. pajak daerab;
b.  retribusi daerah; dan

¢. pendapatan lain yang sab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jenis dan tarif atas jenis peneriinaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) serta pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huraf a dan
buruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentnan peraturan perundang-nndangan.”

Petsoalan hukum yang timbul adalah bagaimana mungkin suatu ketentuan yang memuat
penjabaran tentang suatu hal, dapat dikenai suatu sanksi. Keadaan yang demikian telah
menimbulkan kesuiitan dan permasalahan tersendiri bagi Para Pemohon selaku Advokat
saat memberikan Jasa Hukum terkait dengan pemberian advis atau pendapat hukum
kepada Klien.

Bahwa ketidakjelasan norma atau rujukan aturan lain yang ada dalam materi muatan pasal
UU Cipta Kerja yang dimohorkan pengujianuya tersebut telah menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon, sehingga hak konstitusional Para Pemohon atas
pengakuan, jaminan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 menjadi dirugikan, padahal seharusnya dijamin dan wajib untuk dilindungi,
dimajukan, ditegakkan serta dipenuhi oleh negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281
ayat (1) UUD 1945.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud dalam penalaran yang wajar dapat
dipastikan telah terjadi akibat berlakunya Pasal-Pasal yang diajukan pengujiannya. Olch
karena itu, secara jelas dan nyata terdapat hubungan sebab akibat (casusal verband) autara
kerugiar: konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon dan berlakunya Fasal-Pasal yang
diuji konstitusionalitasnya itu. Apabila permohonan Para Pemohon ini oleh Mahkamah
Konstitusi dikabulkan, maka niscaya kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan
terjadi.

Bahwa dengan demikian menurut hukum Para Pemohon memiliki kedudukan hukum
(Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK serta Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

ITI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

22.

Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengajukan uji materi terhadap muatan Pasal 6, Pasal
17 Angka 16, Pasal 24 Angka 44, Pasal 25 Angka 10, Pasal 27 Angka 14, Pasal 34 Angka 2,
Pasal 41 Angka 25, Pasal 50 Angka 9, Pasal 52 Angka 27, Pasal 82 Angka 2, Pasal 114
Angka 5, Pasal 124 Angka 2, Pasal 150 Angka 31, Pasal 151, dan Pasal 175 Angka 6 UU
Cipta Kerja yang mengandung rujukan pasal atau ayat tidak benar dan/atau ketidakjelasan
substansi agar muatan mateti dalam pasal-pasal yang mengandung rujukan pasal atau ayat
tidak benar dan/atau ketidakjelasan substansi tersebut dinyatakan bertentangan dengan
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UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya,
materi muatan yang mengandung rujukan pasal atau ayat yang salah dan ketidakjelasan

substansinya diperbaiki sehingga materi muatan pasal-pasal tersebut menjadi bersesuaian
dengan UUD 1945. Materi muatan dari pasal-pasal tersebut yang dimohonkan

konstitusional bersyaratnya secara lengkap sebagai berikut:

No. Ketentuan UU Cipta Kerja Materi Muatan
1 | Pasal 6 Frasa “sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a” bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak
dimaknai “Pasal 4 ayat (1) hurof a”.

2 | Pasal 17 angka 16 yang mengubah Pasal | Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun | (6)” pada ayat (8) bertentangan dengan
2007  tentang  Penataan  Ruang | UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
(Lembaran Negara Republik Indonesia | “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)”.
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran, Negara Republik Indonesia
Nomor 4725)

3 | Pasal 24 angka 44 yang menambahkan | Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
Pasal 47A dalam Undang-Undang | (2 pada ayat (3) bertentangan dengan
Nomor 28 Tahun 2002 tentang|UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
Bangunan Gedung (Lembaran Negara | “sebagaimana dimaksud pada zyat (1)”.
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4747)

4 | Pasal 25 angka 10 yang mengubah Pasal | Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun | (1)” pada ayat (3) bertentangan dengan
2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara | UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6108)

5 | Pasal 27 angka 14 yang mengubah Pasal | Frasa “ayat (1), ayat (2), dan” pada ayat
35 dalam Undang-Undang Nomot 31 | (4) bertentangan dengan UUD 1945.
Tahun 2004  tentang  Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073)
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Pasal 34 angka 2 yang mengubah Pasal
13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Petubahan ~ Atas  Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 fentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5619)

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)” pada ayat (6) bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

Pasal 41 angka 25 yang mengubah Pasal
56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2014 tentang Panas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5585)

Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1)
bertentangan dengan UUD 1945.

Frasa “c. eksploitasi, dan pemanfaatan;
dan/aiau” bertentangan dengan UUD
1945 sepanjang tidak dimaknai “c.
penghentian sementara eksploitasi, dan
pemanfaatan; dan/atau”.

Pasal 50 angka 9 yang mengubah Pasal
55 Undang-Undang Nomot 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5158)

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)” pada ayat (4) bettentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Pasal 52 angka 27 yang mengubah Pasal
84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomotr 11, Tambahan Leinbaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6018)

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)” pada ayat (5) bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)” pada ayat (6) bettentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

10

Pasal 82 angka 2 yang menyisipkan Pasal
46D dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456)

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(2>  sepanjang  tidak  dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.
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11

Pasal 114 angka 5 yang menyisipkan ayat
(5a) pada Pasal 157 Undang-Undang
Nomot 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5049)

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayg|
(7)” pada ayat (7) bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)” pada ayat (8) bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)” pada ayat (9) bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)” pada ayat (10) bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”

12

Pasal 124 angka 2 yang mengubah Pasal
73 Undang-Undang Nomor 41 Tabun
2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068)

Frasa “ayat (1 bertentangan dengan
UUD 1945

13

Pasal 150 angka 31 yang mengubah
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50606)

Ketentuan  Pasal 40 ayat (1)
bertentangan  dengan UUD 1945
sepanjang  tidak  dimaknai  “Selain

pembetian  fasilitas  dan  kemudahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
sampai dengan Pasal 39, kepada Badan
Usaha dan Pelaku Usaha di KEK
berdasatkan ~ Undang-Undang  ini,
Pemerintah Pusat dapat memberikan
fasilitas dan kemudahan lain.”

14

Pasal 151

Frasa “sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 huruf b” pada ayat (1)
bertentangan  dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai ““sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 huruf b”.

15

Pasal 175 angka 6 yang mengubah Pasal
53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)” pada ayat (5) bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.
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23.

24.

25.

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601)

Bahwa maksud Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa materi muatan
dalam Pasal-Pasal yang dimohonkan secara konstitusional bersyarat tersebut adalah
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlaknan yang sama di
hadapan hukuns”.

Bahwz materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya
tersebut di atas seiain merujuk pada pasal atau ayat yang salah juga mengandung substansi
yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan hukum, padahal
materi muatar: dalam ketentuan undang-undang harus ditumuskan secara pasti, jelas, dan
tegas sesuai dengan asas Lex Seripra (tertulis), Lex Certa (jelas) dan Lex Stricta (tegas). Hal ini
juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahua 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan 'sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahua 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan”), yang mensyaratkan materi muatan undang-undang harus
dirumuskan dengan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan
mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pclaksanaannya (vide “asas kejelasan rumusan” dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan) dan juga wajib mencerminkan asas “asas ketertiban dan kepastian
hukum” yait bahwa seiiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum (vide Pasal 6
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Menurut Ahmad Redi, “ketidakjelasan dan ketidakpastian kalimat peraturan perundang-
undangan menjadi penyebab timbulnya masalah muliitafsirnya suatu rumusan peraturan
perundang-undangan. Padahal, persoalan multitafsit peraturan perundang-undangan harus
dihindari. Hal ini sebagaimana karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang harus
lex sctipta, lex stricta, dan lex serta. Artinya peraturan perundang-undangan harus tertulis
(lex seripta), harus pasti, baku (lex stricta), dan harus jelas (lex serta).”

Bahwa dengan demikian, materi muatan dalam undang-undang harus memberikan
kepastian hukum. Hak atas kepastian hukum dijamin secara tegas dan jelas dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian hukum itu sendiri mensyaratkan adanya ketentuan yang
secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan
ketagu-raguan, kerancuan maupun multi tafsir. Dengan begitu, masyarakat dapat
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepastian

hukum akan membetikan rasa aman karena setiap individu mampu memahami apa saja
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26.

yang boleh dibebankan atau dilaku
atau tatanan yang pasti sehingga

menunjan
undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti

menjalankan fungsinya.

Bahwa rumusan-rumusan ketentuan dalam pasal-
tersebut di atas ternyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum yan
dihindari dalam setiap materi muatan pasal

hukum itu terjadi karena mateti muatan pasal-

pasal atau ayat yang salah juga

g suatu pranata yang dinilai wajar atau

berisi materi yang tidak jelas atan 2

kan oleh negara terhadap warganya. Jadi, ada tolok ukur
dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang

adil. Apabila suatu ketentuan undang-
maka kepastian hukum yang adil dapat

pasal yang dimohcnkan uji materinya
g seharusnya
dolam suatu undang-undang. Ketidakpastian
pasal yang dimohonkan selain merujuk pada
mbigu. Untuk

selengkapnya dapat diuraikan secara tinci sebagai berikut:

No.

Ketentuan UU Cipta Kerja

Utraian J

1

Pasal 6
Peningkatan ekosisien investast
dan  kegialan  berusaha
sebagaimana  dimaksud _dalan
Pasal 5 ayat (1) hursf a
meliputi:

a. pencrapan Perizgnan
Berusaba berbasis risiko;

b. penyederhanaan persyaratan
dasar Perizinan Berusaha;

¢. penyederhanaan Periginan
Berusaba sector; dan

d. penyederhanaan persyaratan
investasi.

Rujukan yang disebutkan, yaitu Pasal 5 ayat (1)
hu-uf a. adalah kelitu karena Pasal 5 tidak memiliki
ayat, yang seluruhnya betbunyi:

Pasal 5
Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang
terkail.

Materi  terkait dengan peningkatan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha yang disebutkan
dalam Pasal 6 dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
yang berbunyl sebagai berikut:

Pasal 4
Dalam rangka mencapai tjuan sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang  ini
miengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:
a. peningkatan ekosistent investasi dan kegiatan berusaha;
b.  ketenagakerjaan;
e dst.

Dengan demikian, seharusnya rajukan dalam Pasal
6 adalah Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 17 angka 16 yang
mengubah Pasal 26
[khususnya ayat ®)]
Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia

Rujukan zyat (6) pada ayat (8) tersebut adalah keliru
atau tidak tepat karena ayat (6) tidak mengatur
Peraturan Daerah Kabupaten, melainkan masalah
peninjauan kembali rencana tata fuang wilayah.
Ayat (6) berbunyi:

“Peninjanan  kembali  Rencana tata rwang wilayab
kabupaten dapat dilakukan lebih dazi 1 (satn) kali dalam
periode 5 (lima) tabun apabila  terjadi perubahan
lingkungan strategis bernpa:

4 Bencana alam yang ditetapkan_dengan peraturan
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Nomot 4725), yang
berbunyi:
) Peraturan Daerah

Kabupaten  sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)
wajib  diteapkan  paling
lama 2 (dna) bulan

setelab mendapat
persotujnan  substansi
dari Pemerintah Pusal.

perundang-undangan;

b Perubahan batas tervitorial negara yang ditetapkan
dengan Undang-Undang;

¢ DPerubaban batas wilayah dacrab yang ditetapkan
dengan Undang-Undang; dan

4 Perubaban kebijakan nasional yang bersifat strategs.”’

Sedangkan Peraturan Dacrah Kabupaten diatur
dalam ayat (7) yang berbunyi: “Rencana tata riang
wilayah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerab
Kabupater”. Jadi, ayat yang sehatusnya dirujuk pada
ayat (8) adalah ayat (7), bukan ayat (G). Dengan
merujuk pada ayat (0), maka materi muatan ayat (8)
rnenjadi membingungkan dan tidak jelas, yang
menimbulkan ketidakpastian hukum.

L

Pasal 24 angka 44 yang
menambahkan Pasal 47A
dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
(Lembatan Negara
Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia

Nomor 4747), yang
betbunyt:
“Pasal 47A
(1) Pemerintaly Pusat
menctapkan prototipe
bangunan ~ gedung  seusai
dengan kebutuhan.
(2) Prototipe bangunan  gednng
sebagaimana dimalksud pada

ayat (1) diutamakan uniuk
bangunan gedung sederhana
yang  wmum  digunakan
masyaraka.

(3) Prototipe  bangunan gedung
sehagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan sejak
Undang-Undang ini
dinndangkan.”

Ayat rujukan yang disebutkan pada ayat (3) adalah
ayat (2)- Rujukan tersebut tentunya tidak tepat dan
menimbulkan makna yang berbeda. Ayat (3)
mengatur  mengenal kewajiban ~ menetapkan
prototipe bangunan gedung paling lama 6 (enany)
bulan sejak UU Cipta Kerja diundangkan. Ayat (2)
sendiri sebetiarnya merupakan penjabaran dari ayat
(1), dimana Ayat (2) menentukan untuk
mengutamakan ~ ptototipe bangunan  gedung
sederhana yang umum digunakan masyarakat. Jadi,
ayat (2) lebih menekankan jenis prototipe bangunan
gedung, bukan prototipe bangunan gedung secara
umum. Ayat (1) mengatur ketentuan  agar
Pemerintah Pusat menetapkan prototipe bangunan
gedung sesuai dengan kebutuhan. Jika rujukan yang
digunakan adalah ayat (2), maka prototipe yang
harus ditetapkan dalam jangka waktu itu adalah
bangunan gedung sedethana, yang belum tentu
sesnai  dengan kebutuhan. Oleh karena itu,
seharusnya rujukan ayat pada ayat (3) adalah ayat (1)
yang memang mengatur kewenangan Pemerintah
Pusat untuk menetapkan prototipe bangunan
gedung secara umum.

Pasal 25 angka 10 yang
mengubah Pasal 35
[khususnya ayat 3

Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2017 tentang Arsitek

Rujukan ayat (1) pada ayat (3) tersebut tidaklah
tepat karena ayat (1) mengatur “Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek”.
Ayat (3) berbicara tentang fungsi  pengaturan,
pemberdayaan, dan_pengawasan Praktik Arsitek_oleh
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(Lembaran Negata T
Republik Indonesia Tahun
2017 Nomot 179,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6108), yang
berbunyi:

“(3) Pemerintah Pusat dalam
melaknkan fungsi
pengaturat,
pemberdayaan,
pengawasan  Praktik
Arsitek  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh Dewan.”

dan

Pemerintah Pusat, dimana fungsi itu dijelaskan pada

ayat (2) yang menentukan bahwa:

“Dembinaan  sebagaimana  dimaksud  pada - ayat 1)

dilakukan dengan:

a  menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek
dan Praktik Arsitek;

. melakukan pemberdayaanArsitek; dan

¢ melakukan pengawasan terhadap kepatuban Arsitek
dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan
bangunan dan lingkungan.””

Dengan demikian, seharusnya ayat (3) merujuk
pada ayat (2), bukan ayat (1.

Pasal 27 angka 14 j_r_a-ng

mengubzh Pasal 35

[khususnya ayat (4)] dalam

Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 118,

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 4433) sebagaimana

telah dubah dengan

Undang-Undang Nomot 45

Tahun 2009  tentang

Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan

(Lembatan Negata

Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 154,

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomot 5073), yang

berbunyi:

“4) Keteninan lebib lanjnt
mengenai  kriterid, Jenis,
besaran denda, dan tata
cara  pengenaan  sanksi
administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3)
diatur  dalam Peraturan
Pemerintah’.

Ayat (4) mengatur perintah agar dibuat ketentuan
lebih lanjut mengendai kriteri, jenss, besaran denda, dan
tata cara  pengenaan sanksi  administratif ~ dalam
Peraturan Pemerintah. Namun, ayat (4) merujuk
pada ayat (1), (2) dan (3). Seharusnya, 2yat (4) hanya
merujuk pada ayat (3) vang memuat sanksi
administratif, yang berbunyi: “Setiap orang yang
menizbangun, ~ mengimpor,  aias memodifikasi  kapal
perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintab
Pusat sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.”

Ayat (1) dan (2) tidak mengatur adanya sanksi
administratif, padahal yang diperintahkan untuk
dibuatkan Peraturan Pemerintah adalah khusus
mengenai sanissi administratif saja.

Sama halnya dengan ketentuan dalam Pasal 35A
dan Pasal 36, perintah untuk mengatut lebih lanjut
sanksi administratif hanya merujuk pada ayat yang
mermuat petintah itu, dimana dalam Pasal 35A ayat
(3) yang memerintabkan dibuatnya PP hanya
merujuk ayat (2) yang memuat sanksi administratif,
dan begitu pula Pasal 36 ayat (4) hanya merujuk
ayat (3) yang memuat sanksi administratif.

Dengan demikian, ketentuan ayat
konsisten  dan  cenderung  untuk -
mencerminkan adanya kepastian hukum.

(4) tidak
tidak

| 9

Pasal 34 angka 2 yang

Mencermati bunyi Pasal 13 ini, kewajiban untuk
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mengubah Pasal _m
[khususnya  ayat ©6)]
Undang-Undang Nomot 18
Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Keschatan
Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2014 Nomot 338,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomot 5619), yang
betbunyi:

“(6) Setiap orang dilarang
mengedarkan benih atan
Bibit  yang tidak
memennbi kewajiban
sertifikat  Layck Benth
atan Bibit sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)”

Pasal 41 angka 25 yang
mengubah Pasal 56
Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2014 tentang Panas
Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2014 Nomot 217,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomot 5585), yang
berbunyi:
“Pasal 56
(1) Badan Usaha pemegang
Perizinan Berusaha di
bidang Panas Bumi yang
melanggar atau  tidak
memenubhi ketentuan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1)

memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit dimuat
dalam ayat (4) yang berbunyi: “Seziap Benih atan Bibut
yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih ata
Bibit yang memuat Reterangan mengenai Silsilah dan ciri-ciri
kenggulan tertent”-

Sedangkan ayat (5)
pejabat yang mengelu
atau bibit, dimana bunyi
sebagai berikut:
“Sertifikat layak Benik alan Bibit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikelyarkan oleh lembaga
sertifikasi Benih atan Bibit yang terakreditasi.

merupakan aturan yang memuat
arkan sertifikat layak benih
ayat (4) tetsebut adalah

Ayat (5)
yang tidak me
Larangan itu b
kewajiban yang haru

berisi larangan pengedaran benih atau bibit
miliki sertifikat layak benih atau bibit.
erarti mengandung di dalamnya suatu
s diikkuti, dimana kewajiban itu
terdapat pada ayat (4), bukan ayat (5). Ayat (5)
hanya merupakan penjabara lebih lanjut dari ayat
(4), yaitu pejabat  atau pihak yang dapat
mengeluarkan sertifikat layak benih atau bibit.

(6) kepada ayat (5) menjadi tidak tepat
n ketidakpastian hukum.

Rujukan ayat
dan menimbulka

A SEEECE T oy

Ketentuan Pasal 54 ayat (1) atau ayat (4) termasuk

yang dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi

tentunya mengandaikan adanya pelanggaran atas

kewajiban atau larangan yang ditentukan. Pasal 54

ayat (1) berbunyi: “Pemegang 13in Panas Bumi wajib

emenubi  kewajiban  berupa pendapatan  negara dan

pendapatan daeral”. Sedangkan ayat (4) dari Pasal 54

menyatakan:

“Pyperimaan negara bukan pajak sebagaimana dimajksud

puda ayat (2) terdiri atas:

a. inran tetap;

b, iuran produksi; dan

c. pungnian negara lainmya sesuai  dengan  ketentnan
peraturan perundang-undangan’ .

Yang memuat kewajiban adalah ayat (1) Pasal 54,

sedangkan ayat (4) merupakan penjabaran jenis

penerimaan  negara bukan pajak, dimana

penerimaan negara bukan pajak merupakan salah

satu bentuk pendapatan negara atau pendapatan
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huruf b, huruf c, huruf
d, huruf g huruf h,
huruf i, atau huruf Ji
Pasal 53 ayat (1), atau
Pasal 54 ayat (1) atau
ayat (4) dikenai sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian
semeniata  seluruh
kegiatan Eksplorasi;

c. eksploitasi, dan
pemanfaatan;
dan/atau

d. pencabutan
Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kriteria, jenis,
besaian denda, dan tata

cara pengenaan sanksi
administratif
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan
Pemetintah.

P
Pasal 50 angka 9 yang

mengubah Pasal 55
[khususnya  ayat 4]
Undang-Undang Nomot 1
Tahun 2011  tentang
Perumahan dan Xawasan
Permukiman  (Lembaran
Negata Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomot 7,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomot 5158),  yang
betbunyi:
“4) Rumabh yang telah diambil
alih oleh Pemerintah Pusat
atau  Pemerintah  Daerab

sebagaimana dirmalksnd
pada  ayat  (2) wajib
didistribusikan kembali
kepada MBR”.

daetah. \
Dengan demikian, scharusnya yang dapat dikenai
sanksi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
54 ayat (1), sedangkan ketentuan Pasal 54 ayat (4)
tidak termasuk materi yang dapat dikenat sanksi
administratif.

Selain itu, ayat (2) Pasal 56 ini juga memuat materi
muatan yang tidak jelas, yaitu dalam huruf ¢ yang
menyebutkan “c. cksploitasi, dan pemanfaatan;
dan/atau”. Jenis sanksi terkait eksploitasi dan
pemanfaatan ini tidak disebutkan apa dan
bagaimana. Artinya, ketiadaan kejelasan bentuk
sanksi tentu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ayat (2) yang dirujuk pada ayat (4) terscbut
berbunyi: “Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  ( 1) baraf b,
pengalibannya vajib  dilaksanakan oleh lemibaga  yang
ditunjuke  atan dibentuk oleh Perserintab Pusal atar
Pemserntah  Dacrab  dalam  bidang perumahan  dan
permukinman”- Sedangkan ayat (1) huruf b
mengatakan:
“Orang perseorangan yarg memiliki rumah umm dengan
Eemudaban yang diberikan Pemerintah Pusat  atau
Pemerintah Daerah banya dapat menyewakan. dan/ atan
mengalihkan kepemilikanmya atas rumah kepada pibak
lain dalam hal:

g Pewarisan; atan

b. Penghunian setelah jangka wakin paling sedikit 5

(lima) tabun”.

Dengan demikian, tidak ada kegiatan pengambil—
alihan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam
ayat (2) maupun ayat 1.

Pengambil-alihan rumah yang ditinggalkan selama 1
(satu) tahun secara tefus menerus oleh Pemetintah
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Pusat diatur dalam ayat (3) yang menentukan: “Jika
pemilik meninggalkan rumah secara terus menerus dalani
wakin paling lama 1 (satu) tabun tanpa memennhi
Fkewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah Pusat atan
Peserintab Dacrah berwenang mengambil alih kepemilikan
rumah tersebut”.

Dengan demikian, ayat (2) yang dirujuk pada ayat
(4) telah menimbulkan ketidakjelasan dan pada
akhirnya menyebabkan ketidakpastian  hukum,
karena seharusnya ayat yang dirujuk terkait dengan
pengambilalihan oleh Pemerintah Pusat adalah ayat
@3-

Pasal 52 angka 27 yang
mengubah Pasal 84
[khususnya ayat (5) dan (6)]
Undang-Undang Nomot 2
Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembatan
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia

Nomor 6018), yang

berbunyi:

“(5) Penyelenggaraan Sebagian
kewenangan _yang

dilakukan oleh lembaga
sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dibiayai
dengan anggaran
pendapatan  dan belania
negara dan] atan sumber
lain  yang sah  sesudi

dengan ketentnan
peraturan perundang-
undangan.

(6) Biaya yang diperolel dari
masyarakat atas layanan
dalam  penyelenggaraan
sebagian kewenangan yang
dilaknkan lembaga
sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3) merupakan
penerimaan negara bukan
pajak  sesuai dengarn
ketentuan peraturan

e Egmﬁdaﬁg-md_@ggn”.

Pasal 82 angka 2 yang

Ayat (4)

IE

menyisipkan _ Pasal 46D

Ayat (1) yang dirujuk olch ayat (5) mengatakan:
“Penyelenggaraan sebagian kewenangar Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan
masyarakal Jasa Konstruks?’. Dalam ayat (1) ini tidak
disebutkan adanya lembaga. Lembaga baru muncul
pada ayat (2) yang menenwkan: “Kezkantserlaan
masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimalksnd pada
ayat (1) dilaknkan melalui satn lembaga yang dibenink
oleh Pemmerintah Pusat’. Dengan demikian, seharusnya
ayat yang dirujuk olch ayat (5) adalah ayat (2).

Begitu pula ayat (6) merujuk ayat (3) terkait dengan
lembaga. Ayat (3) betbicara tentang unisur pengurus
lembaga yang diusulkan dari berbagai asosiasi
masyarakat Jasa Konstruksi, yang selengkapnya
dapat dikutip sebagai betikut:

“B) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat diusulkan dari:

a Asosiasi pernsahaan yang terakreditasi;

b Asosiasi profesi yang terakreditast;

¢. Institusi pengguna Jasa Konstruksi  yang
memennhi krilerias

d. Perguruan tinggi atan pakar yang mensennbi
kriteria; dan

o. Asosiasi terkait rantai pasok feonstruksi yang
terakreditasi”.

Dengan demikian,
ayat (6) terkait dengan
Rujukan ayat (3) oleh ayat (0)
menimbulkan ketidakjelasan.

seharusnya ayat rujukan pada
lembaga adalah ayat 2)-
jelas  telah

merujuk pada ayat (2) tetkait dengan masa
padahal _ayat (2) tidak mengatur

kepesertaan,

79
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[khususya ayat @)
Undang-Undang Nomot 40
Tahun 2004 tentang Sistern
Jaminan Sosial Nasional

dalam | mengenal masa kepesertaan

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran

Negata Republik Indonesia

Nomot 4450), yang

berbunyi:

“4) Ketentnan lebih  lanjut
mengenai manifaat
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan masa
kepesertaan tertent
sebagaiinana dimatksnd
pada  gyat (2) diatur
dalam Peraturan
Pemerintah”.

I
Pasal 114 angka 5 yang

inenyisipkan ayat (52) pada
Pasal 157 [khususnya ayat
@, ©, © da (0]
Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah  dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negata
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130,
Tambahan Lembatan
Negara Republik Indonesia
Nomor  5049),  yang

berbunyi:
Hasil

“(7)
sebagaimana dimalksnd
pada  @al )
disampaikean oleh Menter:
Dalam  Negeri kepada
gubernur untuk
Rancangan Peraturan
Daerah provinsi dan oleh
gubernur kepada
bupatif wali  kota untuk
Rancangan Peraturan
Daerah  kabupaten/ kota
dalam ~ jangka — wakiu
paling lambat 15 (lima
beia.r) hari éega 3‘5{5&

diterimanya __ Rancangan

tetapi mengatut
yang dapat dikutip
kehilangan ~ pekerjaan
(1) diberikan paling

jaminan kehilangan peketjaan,
sebagai  berikut: “Jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat
banyak 6 (enam) butlan upah’.

Masa kepesertaan itu sendiri diatur dalam ayat (3)
yang berbunyi: “Manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa
kepesertaan tertenin’

Ketentuan ayat (4) yang merujuk ayat (2) mengenal
masa Kkepesertaan adalah  tidak jelas dan
menimbulkan kefidakpastian hukum.

Avat (7) merujuk pada dirinya sendiri, yaitu ayat (7)-
Mencermati isi dari ayat (7), maka seharusnya yang

cvaliasi

dirujuk adalah ayat (6) yang mengatur tentang hasil
evaluasi yang dilakukan dengan Menteri Keuangan.
Ayat (6) tersebut selengkapnya berbunyi: “Hasil
evainasi yang lelah dikoordinasikan  dengan Menteri
Keuangan sebagaimana dimaksnd pada ayat (5) dapat
berupe: persetujuan aian penolakan”. Dengan demikian,
rumusan ayat (7) yang merujuk pada dirinya senditi
(ayat 7) jelas merupakan rumusan norMa yang tidak
jelas.

Ayat (8) ternyata juga merujuk pada ayat (7) yang
berapa jangka waktu penyampaian hasil evaluasi
dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur atau
dari Gubernur kepada Bupati atau Wali Kota,
padahal ayat (8) merujuk hasil evaluasi berupa
penolakan. Ayat yang mengatur mengenai hasil
evaluasi berupa penolakan atau persetujuan adalah
ayat (6), schingga scharusnya ayat (6) yang harus
dirujuk oleh ayat (8).

Begitu Pula, ayat (9) juga merujuk ayat (7) utuk hasil
evaluasi yang berupa persetujuan, padahal hasil
evaluasi berupa persetujuan disebutkan dalam ayat

6)-

Ayat (7) kergbaii dirujuk oleh ayat (10) terkait
dengan  hasil evaluasi  berupa penolakan.

Semestinya, ayat (10) merujuk pada ayat (8) yang
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Peraturan Daerah
dimaksud dengan
tembusan kepada Menteri
Kenangan.

Hasil  evaluasi  bernpa
penolakan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (7)
disampaikan dengan
disertai alasan penolakan.

Dalam hal hasil evaluasi

berupa persetujuan

sebagaimana  dimaksud
pada avat (7), Rancangan

Peraturan Daerah

dimaksud dapat langsung

ditetapkan.

(10) Dalam bal basil evalnast
berupa penolakan
sebagaimana  dimaksud
pada ayat (7), Rancangan
Peraturan Daerah
dimaksud dapat diperbaiki
oleh gubernar, bupati] wali
kota bersama DPRD yang
bersangkutan, untuk
kemudian  disampaikan
kembali kepada Menteri
Dalanme Negeri dan Menter
Kenangan untuk
Rancangan Peraturan
Daerah  provinsi  dan
kepada  gubernur  dan
Menteri Kenangan untuk
Rancangan Peraturan
Daerah kabupaten] kotd’.

@)

©)

mengatut mengenai hasil evaluasi penolakan yana
wajib menyertakan alasan penolakannya.

Materi muatan yang merujuk ayat secara tidak tepat
tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
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Pasal 124 angka 2 yang
mengubah Pasal 73
Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan
Pettanian Pangan
Betkelanjutan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5068),  yang
berbunyi:
“Pasal 73

Setiap pejabat Pemerintab yang
menerbitkan perselujuan

Pasal 73 merujuk Pasal 44 ayat (1). Pasal 44 ayat ®
tersebut berbunyi: “Laban yang sudab ditetapkan
sebagai 1aban Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi
dan  dilarang  dialibfungsikan”. Dengan merujuk
semata-mata Pasal 44 ayat (1), maka itu
mengandung konsekuensi bahwa “Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan” tidak dapat dialihfungsikan
sama sekali. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 44 ayat (1) merupakan tindak pidana
sebagimana ditentukan dalam Pasal 73 tersebut.

Materi muatan tersebut jelas-jelas bertentangan
dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan seterusnya.
Pasal 44 ayat (1) dapat disimpangi dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam ayat (2) dan
seterusnya. Untuk lengkapnya dapat dikutip sebagai
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pengalibfungsian Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan ~ tidak  sesudi

dengan ketentuan sebagaimana
dimatksud dalam Pasal 44 ayat
(1) dipidana dengan  pidana
penjara paling smgkat 1 (san)
tabun dan paling lama 5 (lima)
tabun danatan denda paling
sedikit  Rp1.000.000.00,00
(satn miliar rupiah) dan paling
banyak  Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)’

berikut:

“Pasal 44

(1) Laban yang sudah ditetapkan sebagai  Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan  dilindungé  dan
dilarang dialibfungsikan.

(2) Dalam hal untuk  kepentingan  unminm dan/ atan
Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dialibfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengalibifungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai

Lahan Pertanian Berkelanjutan uniuk fkepentingan

wnmm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya

dapat dilakukan dengan syarat:

a. Dilakukan kajian kelayakan stralegis;

b Disusun rencana alih fungsi lahan;

o Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemiliks
dan

4 Disediakan lahan pengganti terhadap Laban
Pertanian ~ Pangan  Berkelanjutan  yang
dialibfungsikan.

Dalam bal terjadi bencana sebingga pengaliban fungsi

laban uniuk infrastrukinr tidak dapat ditunda,

persyaratan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

buruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang dialibfungsikan untuk
infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua pulub
empat) bulan setelah alih fungsi dilaxutean.

(6) Pembebasan  kepemilikan ha katas tanah yang
dialihfungsikan sebagaimana dimaksnd pada ayat (3)
huruf ¢ dilakukan dengan pemberian ganti Tug sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’-

4)

Tta berarti larangan dalam Pasal 44 ayat (1) tidak
bersifat mutlak. Masih terdapat ruang dispensasi
atau pengecualian atau penyampingan sepanjang
dipenuhi syatat-syarat limitatif yang diatur dalam
ayat (), (3), (4), (5) dan (6).

Oleh karena itu, dengan merujuk semata-mata pada
Pasal 44 ayat (1), norma ketentuan Pasal 73 telah
menghilangkan adanya pengecualian atau dispensasi
yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan seterusnya.
Dengan demikian, telah terjadi pertentangan norma
sebagaimana dimuat dalam Pasal 73 dan Pasal 44,
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
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Pasal 150 angka 31 yang
mengubah Pasal 40

Bunyi ketentuan Pasal 40 ayat (1) ini tidak jelas dan
membingungkan _ katena _terdapat frasa atau
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Undang-Undang Nomor 39
‘ahun 2009 tentang
Kawasan Fkonomi Khusus
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 147,
‘Tambahan Lembatan
Negara Republik Indonesia
Nomor  5066),  yang
berbunyi:
“Pasal 40

(1) Selain  pemberian Sasilitas
dan kemudahan
sebagaimana dimatksud
dalam  Pasal 30 sampai
dengan Pasal 39, Badan
Usaha dan Pelakn Usaha
di KEK  berdasarkan
Undang-Undang ini,
Pemerintah  Pusat  dapat
memberikan fasilitas  dan
kemudaban lain.

(2) Ketentuan mengendi bentuk
Jasilitas  dan  kermudaban
lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Perundang-
undangan.”

tumpukan kata “Badan Usaba dan Pelakn Usaba di |
KEK  berdasarkan Undang-Undang ini® yang tidak
dijelaskan atau ditambahkan suatu kata tertentu,
schingga makna Pasal 40 ayat (1) mengandung

kerancuan.

Untuk menghilangkan kerancuan dan ketidakjelasan
tersebut, perlu untuk ditambahkan kata “kepada”
atau “terhadap” di depan frasa atau tumpukan kata
dimaksud, sehingga maknanya akan menjadi jelas
dan pasti serta tegas. Dengan penambahan itu,
maka bunyi ayat (1) Pasal 40 akan menjadi: “Selain
pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39,
kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK
berdasatkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat
dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.”
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Pasal 151

Kawasan Perdagargan bebas

dan  Pelabuban  Bebas

sebagaimana dimatksnd

dalam Pasal 141 huraf b

ferdiri dari:

a. Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan
Bebas; dan

b. Kawasan Perdagangan
Bebas dan  Pelabuban
Bebas Sabang.

Kawasan Perdagangan bebas

dan  Pelabuban ~ Bebas

sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huraf a terdiri atas:

a. Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batarms;

b. Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuban
Bebas Binian; dan

(7)

)

Rujukan Pasal 141 huruf b dalam Pasal 151 ini |
adalah kelitu dan salah karena Pasal 141 tidak

memiliki ayat dan berbicara tentang masalah

pertanahan, bukan masalah pelabuhan. Pasal 141

berbunyi: “Dalam rangka pengendalian pemanfaatan hatk

atas tanah di atas tanabh hak pengelolaan, dalam wakin

tertenin, dilakukan evaluast pemanfaatan hak atas tanah’.

Dengan demikian, penyebutan rujukan Pasal 141

huruf b telah menimbulkan ketidakjelasan Pasal

151.

Setelah dicermati, pasal yang memuat mengenai
jenis pelabuhan adalah Pasal 149 yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 149

Kawasan Efkonomi terdiri atas:

o Kawasan Ekonomi Khusus; dan

b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas.”

Jadi, pasal yang scharusnya dirujuk oleh Pasal 151
adalah Pasal 149 huruf a.
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27.

¢. Kawasan Perdagangan
Bebas dan  Pelabuhan
Bebas Karimun.

P

15 |

Pasal 175 angka 6 yang
mengubah Pasal 53

[khususnya ayat 5
Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014  tentang
Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 5601),

berbunyi:

“G5)  Ketentuan lebib  lanjut
mengendi bentuk
penetapan Keputusan
dan/ atan Tindakan yang
dianggap dikabulkan
secara btk
sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (3) diatur
dalam Peraturan
Presiden’.

yang

Ayat (3) yang dirujuk oleh ayat (5) tersebut adalah
tidak tepat dan keliru sehingga menimbulkan
ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum karena
ayat (3) tidak berbicara tentang bentuk penetapan
yang dianggap dikabulkan apabila permohonan
tidak ditindaklanjuti oleh pejabat tata usaha negara
yang berwenang dalam jangka waktu tertentu
seperti yang dimaksudkan oleh zyat (5) tersebut.

Ayat (3) justru mengatur proses permohonan dan
penetapan secara elektronik. Sama sekali tidak
membahas mengenai keputusan tata usaha negara
yang bersifai fiksf positif (permohonan dianggap
dikabulkan setelah lewatnya jangka waktu tettentu).
Ayat (3) berbunyi: “Dalam hal permobonan diproses
melalui sistem elokironik dan selurub persyaratan dalam
sistems  elektronik  telab  terpenubi,  sistem eleketronik
menetapkan Keputusan  dan atan  Tindakan sebagai
Keputusan ~ atan  Tindakan Badan  atan  Pejabat
Pemerintaban yang berwenang”.

Ayat yang mengatur mengenai keputusan tata usaha
negata yang bersifat jiksf positif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5) tersebut adalah ayat (4)
yang selengkapnya betbunyi: “Apabila dalam batas
waktn sebagaimana dimaksud pada  ayat (2), Badan
danfatan  Pejabat  Pemerintaban  tidak  menciapkan
danf atan melakukan keputusan  dan/ atan Tindakan,
permobonan dianggap dikabulkan secara hukans”.

Bahwa dengan demikian, telah tampak dengan jelas materi muatan i:asal—paszl yang
dimohonkan uji konstitusionalitasnya memang mengandung mjukan pasal atau ayat yang
nyata-nyata keliru atau memiliki substansi yang tidak jelas, tegas dan pasti sehingga
menimbulkan kerancuan, bahkan ketidakpastian. Tentunya, UU Cipta Kerja disusun
dengan harapan membawa perbaikan dalam sistem hukum yang akan diberlakukan
mengikat untuk umum. Sehingga menurut Reed Dickerson sebagaimana dikutip Jimly
Asshiddigie: “perlu disadari bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturan materi
undang-undang ita adalah membuat produk undang-undang itu menjadi sejelas dan
seberguna mungkin (as clear and useful as possible).” (Jimly Asshiddigie, Peribal Undang-Undang.
Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017. Cet. IV, hlm. 162). Para Perancang undang-
undang harus memilth dengan hati-hati hal-hal yang akan dituangkan dan mengaturnya
sedrmikian rupa agar dapat ditemukan, dimengerti, dan dirujuk dengan mudah dan paling
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28.

29.

30.

31.

Iv.
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ringan. Seiapa yang harus menentukan mudah tidaknya ketentuan dalam undang-undang
dipahami dijadikan rujukan tetgantung kepada siapa yang paling banyak dan/atau yang
paling sering akan membaca atau menggunakan undang-undang itu kelak setelah
diundangkan. (Jimly Asshiddiqgie, Perihal Undang-Undang. hlm. 162-163).

Bahwa pentingnya bahasa legislasi yang jelas dan mudah dimengerti sebagaimana pendapat
Jimly Asshiddiqie diatas, digambarkan oleh Stephen j., sebagaimana dikutip Maria Farida
Indrati Soeprapto, bahkan supaya pembaca peraturan perundang-undangan yang beritikad
buruk pun tidak akan salah memahami peraturan perundang-undangan yang dibacanya itu.
Stephen J., menyatakan bahwa: 77 &5 nof enough to attain a degree of precision which a person
reading in good faith can understand; but it 15 necessary o attain if possible a degree of precision which a
person reading in bad faith cannot misunderstond.” (Maria Farida Indrati Soeprapto, L
Perundang-Undangan; Dasar-Dasar dan Pembensieannya. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
Cet.XI, him.183)

Bahwa oleh karena itu, kesalahan-kesalahan perujukan atau substansi yang tidak jelas, pasti
dan tegas dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja dapat menjauhkan dari tujuan mulia yang
hendak dicapai dan diwujudkan dari pembentukan UU Cipta Kerja, yaitu kesejahteraan

rakyat.

Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon sampaikan sebelumnya, materi muatan dalam
pasal-pasal UU Cipta Ketja yang dimohonkan uji matetinya ini telah, atau paling tidak
sangat berpotensi, menimbulkan kerugian konstitusionalitas bagi Para Pemohon karena
sebagai Advokat Para Pemohon dihadapkan pada pekerjaan profesionalitas untuk
memberikan layanan Jasa Hukum, termasuk nasihat atau advis hukum terkait dengan pasal-
pasal yang dimohonkan dalam permohonan ini. Mateti yang tidak jelas atau rancu telah
membuat Pata Pemohon mengalami kesulitan dalam memberikan nasihat hukum atau
dalam membangun argamentasi hukum yang diperlukan dalam melakukan pembelaan.

Bahwa oleh karena itu, materi muatan pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya dalam
permohonan ini harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional
bersyatat sehingga pasal-pasal tersebut kembali dapat menegakkan hak konstitusional Para
Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945.

PERMOHONAN PEMERIKSAAN CEPAT

Bahwa materi muatan dalam UU Cipta Kerja yang memetintahkan dibuatnya peraturan
pelaksanaan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden dan perintah.
Dalam pasal-pasal yang dimohonkan uji materinya dalam permohonan ini, juga
diperintahkan untuk dibuat peraturan lcbih lanjut. Sekedar menyebut sebagai contoh,
adalah ketentuan Pasal 25 angka 10 yang memuat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6
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34.

35.

V.

Tahun 2017 tentang Asitek, dimana dalam ayat (4) diperintahkan agat pembinaan Arsitek
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa dalam pemahaman Para Pemohon, peraturan pelaksanaan yang diamanatkan untuk
dibuat dalatn UU Cipta Kerja bersifat lintas sectoral. Dalam arti, materi muatan dalam UU
Cipta Kerja mencakup segala aspek materi perundang-undangan, schingga UU Cipta Kerja
sekaligus mengubah atau menambahkan atau menghapuskan ketentuan dalam  suatu
undang-undang atau bahkan membatalkan suatu undang-undang

Bahwa Para Pemohon mencatat hampir setiap kementerian terkait dengan materi muatan
dalam UU Cipta Ketja. Setiap tidak kurang dari 15 kementerian harus mempersiapkan
peraturan pelaksanaan yang diperintahkan dalam UU Cipta Ketja. Sebagai contoh,
Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyiapkan racanganan Peraturan Pemerintah
pada sektor kelautan dan perikanan. Kemenierian Dalam Negeti harus Menyusun
rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha di daersh. Dan begitu
seterusnya, masing-masing kementerian tentunya tengah mempersiapkan rancangar
peraturan pelaksanaan UU Cipta Ketja sesuai dengan materi yang menjadi tugas, fungsi dan

kewenangannya.

Bahwa kondisi yang sedemikian itu mendorong Para Pemohon untuk memohon dapat
dilakukannya pemeriksaan cepat atas permohonan Para Pemohon ini. Hal ini dimaksudkan
agar sebelum peraturan pelaksanaan diundangkan, Mahkamah Konstitusi telah memberikan
putusannya dalam perkara ini, sehingga materi muatan norma yang tidak jelas sebagaimana
dimohotkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusioual
bersyarat tidak terulang kembali dalam petaturaa pelaksanaannya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, adalah sah dan berdasarkan hukum, apabila Para
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikui:

MENGADILI
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan:

a. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a” Pasal 6 Undang-Undang
Nomot 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pasal 4 ayat (1) huruf
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a;
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b. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)” pada ayat (8) dari Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
dalam Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomot 6573)
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang
tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

c. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (3) dari Pasal 47A Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4747) dalam Pasal 24 angka 44 Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Ketja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembatan Negara
Nosmot 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat
sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat 1™

d. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” pada ayat (3) Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Assitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) dalam
Pasal 25 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembatan Negara Nomor 6573)
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

e. Frasa “ayat (1), ayat (2), dan” pada ayat (4) dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negata
Republik Indonesia Nomor 5073) dalam Pasal 27 angka 14 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

f. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” pada ayat (6) Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) dalam Pasal
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34 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomot 6573)
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang
tidak dimaknai “sebagainiana dimaksud pada ayat @”.

_ Frasa “atau ayat (4)” pada ayat (1) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui 2014 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) dalam Pasal 41 angka 25
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

. Frasa “c. eksploitasi, dan pemanfaatan; dun /atau” pada ayat (2) Pasal 56 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nemor
5585) dalam Pasal 41 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Tahun 7020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “c. penghentian sementara cksploitasi, dan pemanfaatan;
dan/atau”.

i, Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” pada ayat (4) Pasal 55 Undang-Undang
Nomot 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5158) dalam Pasal 50 angka 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6573) bettentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

i, Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1y” pada ayat (5) Pasal 84 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
dalam Pasal 52 angka 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

. Frasa “scbagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (6) Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
dalam Pasal 52 angka 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahua 2020 tentang Cipta Ketja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomort 6573)
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bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negata Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456) dalam Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksnd pada ayat (3)”.

.Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (7) Pasal 157 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) dalam Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknat “sebagaimana dimaksud pada ayat

©.

. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (8) Pasal 157 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) dalam Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”.

. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (9) Pasal 157 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) dalam Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”.

. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (7)” pada ayat (10) Pasal 157 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomot 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) dalam Pasal 114 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai “‘sebagaimana dimaksud pada ayat (8)”.

q. Frasa “ayat (1)” Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomot 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) dalam
Pasal 124 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

r. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) dalam 124 angka 2 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nemor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “Selain pemberian fasilitas
dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, kepada
Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah
Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.”

s. Frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b” pada ayat (1) Pasal 151 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kckuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai
“sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b”.

t. Frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” pada ayat (5) Pasal 53 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) dalam Pasal 175 angka 6 Undang Nomot 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6573) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum scpanjang
tidak dimaknai “sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia.
Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang pethu dan layak, maka kami
memohonkan agar perkara @ guo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).



Hormat kami,

Para Pemohon

Ignatius Supriyadi, SH, LLM Sidk SHI, MH
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